
BUPATI BOYOLALI

13CRATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOl.AU 

NOMOR 1 TAHUN2012 

TENTANCj

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAII KABUPATEN BOYOLALI KEPADA 

PERUSAl lAAN DA ERA 11 BANK PERKREI3ITAN RAKYAT
BANK BOYOLALI

DIONC'jAN RAHMA'r 'PUHAN YANCj MAMA ESA 

BUPATI BOYOLALI,

Mcnimbang a,

Mengingal

bahwa dalani rangka pcningkatan pcran, lugas, dan 
lungsi Pcrusahaan Dacrah Bank Pcrkrcditan Rakyat Bank 
I3ovolaIi agar Icbih bcrdaya guna dan bcrhasil guna 
sell ingga d a |)a l mC ri|^i m i n Icrscicnggaranya kegiatan 
pcrusahaan bcrdasail^an prinsip-prinsip ckonomi 
pcrusahaan yang schal sebagai sumber pcndapalan asli 
dacrah, diperiukan pengembangan kegiatan usaha dan 

pcngualan struklur pcrmodalan mclalui penyertaan modal 
dari Pcmcrinlah Kabupaten Boyolali pada Pcrusahaan 
Dacrah Bank Pcrkrcditan Rakyat Bank Boyolali;

b. bahwa berdasarkan ketentuan I^asal 75 Peraturan 
Pcrncrintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pcngclolaan 
Kcuangan Dacrah rncn\'cbulkan bahwa penyertaan modal 
pciTK'i ml ah d at'rah dapal dilaksanakan apabila modal 
yang disertakan tedah ditciapkan dalam Peraturan Dacrah 
t c n t a n g I A' ny c r t.a a n M od a 1;

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan tersebut pada huruf a 
dan hurul b di alas, pengaturannya pcrlu ditetapkan 
dengan ITraturan Dacrah;

I. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945;

2. Undang-U nda ng Nomor 13 1'ahun I 950
Pc m be n t u k a n I) a c ra h - D a c ra h K a h u pa t c n
Lingkungan Propinsi DJavva Tengah;

tentang
Dalam

1 

BUPATI BOYOLALI 

PERATURAN DAERAH KBUPATEN BOYOLALI 

NOMOR 1 THUN 2012 

TENTANG 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA 
PERUSHAAN DAERAH BANK ERKREDITAN RAKYAT 

BANK BOYOLLI 

DENGAN RA!HMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPTI BOYOLALI, 

rl 

Menimbang a. bahwa dalam rangka peningkatan pran, tugas, dan 
fungsi erusahaan Daerah Bank erkreditan Rakyat Bank 
Boyolali agar lcbih berdaya guna dan berhasil guna 
schingga dapat mcnjmin terselenggaranya kcgiatan 

> perusahaan berdas?it. prinsip-prinsip ckonomi 
perusahaan yang schat scbagai sumber pendapatan asli 
dacrah, diperlukan pengembangan kcgatan usaha damn 
pcguatan struktur permodalan melalui pcnycrtaan modal 
dari Pemerintah Kabupaten Boyolali pada Perusahaan 
Dacrah Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali; 

b. bahwa bcrdasarkan ktentuan Pasal 75 Peraturan 
emerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang engelolaan 
Kcuangan Dacrah menycbutkan bahwa penycrtaan modal 
pemerintah dacrah dapat dilaksanakan apabila modal 
yang discrtakan tclah ditctapkan dalam Peraturan Dacrah 
tentang envertan Modal; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tcrscbut pada huruf a 
dan huruf b di atas, pengaturannya pcrlu ditetapkan 
dengan Peraturan Dacrah; 

Mengingat l. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1915; 

2. Undang Undang 
Pembentukam 

Nomor 133 
Dacrah Dacrah 

Tahun 1950 
Kabupaten 

tentang 
Dalam 

' 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Pcrusahaan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor vS, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 435v6);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung dawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor v5234);
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3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 
Perusahaan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemcrintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
Lelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Kcuangan Antara Pemcrintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indoncsia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 

10. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

} 
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11. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pcngclolaan Kcuangan Dacrah (Lcmbaran Negara 
r^cpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraluran Daerah Kabupalen Boyolali Nomor 4 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor Tahun 2007 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 

93);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 
2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat Bank Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Nomor Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 126);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLAL
dan

BUPATl BOYOLALI 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL 
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA 
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK 

BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.
3. Pemerintah Daerah adalah F3upati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Boyolali.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Boyolali.
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11. Peraturan emerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengclolaan Kcuangan Dacrah (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 
2007 tentang Pengclolaan Keuangan Dacrah (Lembaran 
Dacrah Kabupaten Boyolali Nomor Tahun 2007 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Boyolali Nomor 
93); 

13. Peraturan Dacrah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 
2011 tcntang Perusahaan Dacrah Bank Perkrcditan 
Rakyat Bank Boyolali (Lembaran Dacrah Kabupaten 
Boyolali Nomor Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan 
Lembaran Dacrah Kabupaten Boyolali Nomor 126); 

Dcngan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
dan 

BUPATI BOYOLALI 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL 
PEMERINTAI I KABUPATEN BOYOLALI KEPADA 
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK 
BOYOLALI. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali. 
2. Pemerintahan Dacrah adalah penyclcnggaraan urusan pemerintahan olch 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dcngan prinsip otonomi scluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia scbagaimana 
dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan Perangkat Dacrah scbagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Dacrah 

4. Bupati adalah Bupati Boyolali. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah 

Kabupaten Boyolali. 
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7.

8.

Perusahaan Daerah Bank Pcrkrcditan Rakyat Bank Boyolali yang selanjutnya 
disingkat PD. BPR Bank Boyolali adalah Perusahaan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyal Bank Boyolali yang seluruh modalnya dimiliki oleh 
Pemerintah Kabupalen Boyolali melalui penyertaan modal seeara langsung 
yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan.
Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan 
menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal 
atau saham Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Perusahaan Daerah 
Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali yang dananya bersumber dari 
Anggaran Pen da pa tan dan Belanja Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah reneana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2
(1) Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan 

kemampuan keuangan PD. BPR Bank Boyolali.

(2) Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah:
a. meningkatkan kinerja PD. BPR Bank Boyolali;
b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan 
e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
PENGANGGARAN

Penganggaran Penyertaan Modal
Pasal 3 
Pemerintah Daerah dialokasikan dalam

kelompok Anggaran Pengeluaran Pembiayaan jenis Penyertaan Modal Pemerintah 
Daerah.

BAB IV 
BENTUK

Pasal 4
(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa modal Pemerintah Daerah 

yang ditambahkan pada PD. BPR Bank Boyolali dan merupakan kekayaan 
yang dipisahkan.

(2) F:>enyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan.
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6. Perusahaan Dacrah Bank Perkrcditan Rakyat Bank Boyolali yang selanjutnya 
disingkat PD. BPR Bank Boyolali adalah Perusahaan Dacrah Bank 
Perkreditan Rakyat Bank Boyolaii yang scluruh modalnya dimiliki olch 
Pemerintah Kabupaten Boyolali mclalui pcnycrtaan modal sccara langsung 
yang bcrasal dari kckayaan yang dipisahkan. 

7. Penyertaan Modal adalah pengalihan kckayaan yang tidak dipisahkan 
menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan scbagai modal 
atau saham Pemerintah Kabupaten Boyolali kcepada Perusahaan Dacrah 
Bank erkreditan Rakyat Bank Boyolali yang dananya bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah. 

8. Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana kcuangan tahunan pemerintah dacrah yang dibahas dan 
disetujui bersama olch Pemcrintah Dacrah dan DPRD, dan ditetapkan 
dengan Peraturan Dacrah. 

BAB II 
MAKSUD DAN TU,JUAN 

Pasal 2 
(1) Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan 

kemampuan keuangan PD. BPR Bank Boyolali. 

(2) Tujuan penycrtaan modal emcrintah Dacrah adalah: 
a. meningkatkan kincrja PD. BPR Bank Boyolali; 
b. meningkatkan pclayanan kcpada masyarakat; dan 
c. meningkatkan Pendapatan Asli Dacrah. 

B3AB II 
PENGANGGARAN 

Pasal 3 
Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Dacrah dialokasikan dalam 
kclompok Anggaran Pengcluaran Pembiayaan jenis Penyertaan Modal Pemerintah 
Dacrah. 

BAB IV 
BENTUK 

Pasal 4 
(1) Penyertaan Modal Pemcrintah acrah berupa modal Pemcrintah Dacrah 

yang ditambahkan pada PD. BPR Bank Boyolali dan mcrupakan kckayaan 
yang dipisahkan. 

(2) Penyertaan Modal Pemerintah acrah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
pengelolaannya dilakukan sesuai dengan kctentuan Peraturan Perundang­ 
undangan. 
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BAB V
JUMLAH DAN SUMBER

Pa .sal 5
(1) Jumlah pcnycrtaan modal PcmcrinLah Daerah ditetapkan scbesar Rp 

25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

(2) Penyertaan modal scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara 
berlahap sampai dengan Tahun 2016.

Pasal6
Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari: 
a. penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD yang telah 

diberikan kepada PD. F3PR Bank Boyolali sampai dengan 31 Desember 2011 
sebesar Rp 13.123.690.000,00 (tiga belas milyar seratus dua puluh tiga juta 
enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

b. penyertaan modal Pemerintah Daerah yang akan diberikan kepada PD. BPR
Bank Boyolali tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 adalah sebagai
berikut:
1. tahun 2012 sebesar Rp 2.376.310.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh 

puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
2. tahun 2013 sebesar Rp 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima 

puluh juta rupiah);
3. tahun 2014 sebesar Rp 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima 

puluh juta rupiah);
4. tahun 2015 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta 

rupiah); dan
5. tahun 2016 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta 

rupiah).

Pasal 7
(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bersumber dari 

APBD.

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan 
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(3) Pemberian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BA 13 VI
'FATA CARA PENCAIRAN

Pasal 8
Realisasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b 
dilakukan dengan cara pencairan dari Kas Umurn Daerah Kabupaten Boyolali ke 
Kas PD. BPR Bank Boyolali.

A
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BAB V 
JUMLAH DAN SUMBER 

Pasal 5 
(I) Jumlah pcnycrtaan modal Pemerintah Dacrah ditctapkan scbesar Rp 

25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah). 

(2) Penyertaan modal scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara 
bertahap sampai dengan Tahun 2016. 

Pasal 6 
Jumlah penyertaan modal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari: 
a. penyertaan modal Pemerintah Dacrah yang bersumber dari APBD yang telah 

diberikan kcpada PD. BPR Bank Boyolali sampai dengan 31 Desember 201 1 
scbcsar Rp 13.123.690.000,00 (tiga bclas milyar scratus dua puluh tiga juta 
enam ratus sembilan puluh ribu rupiah). 

b. penyertaan modal Pemerintah Dacrah yang akan diberikan kcpada PD. B3PR 
Bank Boyolali tahun 2012 sampai dcngan Tahun 2016 adalah scbagai 
berikut: 

1. tahun 2012 scbcsar Rp 2.376.310.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh 
puluh cnam juta tiga ratus scpuluh ribu rupiah); 

2.tahun 2013 scbcsar Rp 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima 
puluh juta rupiah); 

3. tahun 2014 scbesar Rp 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima 
puluh juta rupiah); 

4. tahun 2015 scbesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta 
rupiah); dan 

5. tahun 2016 scbesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta 
rupiah). 

Pasal 7 
(1) Penyertaan modal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bersumber dari 

APBD. 

(2) Penyertaan modal scbagaimana dimaksud pada ayat (I) diberikan dengan 
mempertimbangkan kemampuan kcuangan dacrah. 

(3) Pemberian penyertaan modal scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditctapkan dengan Kcputusan Bupati. 

B3A1 VI 
TATA CARA PENCAIRAN 

Pasal 8 
Realisasi penyertaan modal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b 
dilakukan dengan cara pencairan dari Kas Umum Dacrah Kabupaten Boyolali ke 
Kas PD. BPR Bank Boyolali. 

} 
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BAB VII
PENATAUSAl lAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9
(1) Pcnatausahaan dan pcrtanggun^jawaban pengclolaan pcnyertaan modal 

Pcmcrintah Dacrah dilaksanakan scsuai dcngan kclentuan I^eraturan 
Pcrundang-undangan.

(2) PD. BPR Bank Boyolali scbagai pcncrima pcnyertaan modal Pcmcrintah 
Dacrah, diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
kepada Bupati setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan 
Perusahaan yang tclah diaudil scsuai ketentuan F3craturan Pcrundang- 
undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP 

Pa sal 10
F:)craturan Dacrah ini mulai F)crlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmcrintahkan pengundangan Peraturan 
Dacrah ini dcngan pcncmpalannya dalam Lembaran Dacrali Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal ^ /Ipr/i- 2012

BUI0 AT I BOYOLALI,

■—\ —mil---- -

t- SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 10 AfriL-

SEKRETARIS DAERAH 

KABUF°ATEN BOYOl.ALI,

20 1 2 j Tsian diiaiiti 
« Bag Hk & HAM 
✓ Ssida

Tgi
Prf

LEMBARAN DAEF^AH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2012 NOMOR 1

- 6 - 

BAB VII 
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

(1) Penatausahaan dan 
Pemerintah Dacrah 
Perundang-undangan. 

Pasal 9 
pcrtanggungjawaban 
dilaksanakan sesua1 

pengclolaan pcnycrtaan modal 
dcngan kctentuan Peraturan 

(2) PD. B3PR Bank Boyolali scbagai pencrima penycrtaan modal Pemcrintah 
Dacrah, diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
kcpada Bupati setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan 
Perusahaan yang tclah diaudit sesuai ketcntuan Peraturan Perundang­ 
undangan. 

8/\13 VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 
Peraturan Dacrah ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mcngetahuinya, memcrintahkan pcngundangan Peraturan 
Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali. 

Ditctapkan di Boyolali 
pada tanggal g PTI 

BUPATI BOYOLALI, 

2012 

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal tO Prl 2012 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BOYOLALI, 

r Sl�NO SAMODRO/ 

;77ran ~i 
$ Bag Hk & r{Al 4..== [ 5 Ta 
i.[.[' t--" 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2012 NOMOR 1 
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR I TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA 
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

BANK BOYOLALI

UMUM
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah 
Daerah dapat menganggarkan kekayaan pemerintah daerah untuk 
penyertaan modal (investasi daerah) baik dalam jangka pendek maupun 
jangka panjang.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para nasabah di 
wilayah Kabupaten Boyolali dan sebagai upaya agar PD. BPR Bank Boyolali 
dapat lebih memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
maka Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu melaksanakan penyertaan modal 
dan/atau menambah penyertaan modal pada PD BPR Bank Boyolali 
dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1

Cukupjelas.

Pasal 2
Cukupjelas.

Pasal 3
Cukupjelas.

Pasal 4
Cukupjelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

I Tl

- 7­ 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR 1 TAHUN 2012 

TENTANG 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA 
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT 

BANK BOYOLALI 

I. UMUM 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Un.dang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah 
Daerah dapat menganggarkan kekayaan pemerintah daerah untuk 
penyertaan modal (investasi daerah) baik dalam jangka pendek maupun 
jangka panjang. 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para nasabah di 
wilayah Kabupaten Boyolali dan sebagai upaya agar PD. BPR Bank Boyolali 
dapat lebih memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
maka Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu melaksanakan penyertaan modal 
dan/ atau menambah penyertaan modal pada PD BPR Bank Boyolali 

< dimaksud. 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cuku p j elas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 7 
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Pasal6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

r^asal 8
Cukup jelas.

Pasal9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.
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Pasal 6 
Cukup jclas. 

Pasal 7 
Cukup jclas. 

Pasal 8 
Cukup jclas. 

Pasal 9 
Cukup jclas. 

Pasal 1O 
Cukup jclas. 
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